PERATURAN DAERAN KABUPATEN KUTA! KARTANEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Ménimbang

Mengingat

fo

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! KUTAI KARTANEGARA,

bahwa sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Strategi dan
Prioritas APBD, vyang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulai Kartanegara pada
tangga!l 18 Agustus 2005, perlu menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

bahwa untuk menindaklianjuti sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006
yang diatur dalam Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 teniang Penetapan
Undang-Undang Rl Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Rl
“Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3£2) sebagai Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahur, 1954 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1685 tentany Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
246; Tambahan Lembaran Negara Rl Nomgcr 4048),

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun
1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3988),



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Ri Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor Rl 4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RiI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286},

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara R! Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang-Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Nomaor
53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4383);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara R! Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Rt Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan L.embaran Negara Ri Nomor
4437,

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Uaerah (Lembaran Negara R!I Nomor 125 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara KR! Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara R! Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan lLembaran Negara R! Nomor 3952),

14.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengeiolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara R! Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran
Negara RlI Nomor 4G23):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 t'entang Pinjaman

Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata

Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara

RI Tahun 2000 Nomor 209, Tamb=han Lembarian Negara Nomor
4027);



17.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara R! Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4028),

18.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor
A1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080;;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekosentrasi (Lembaran MNegara Rl Tahun
2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4106);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

22 Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
{Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 {entang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinea dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara 4540);

26.Peraturan  Pemerintah Nomor 88 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 140);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomcr 27 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 24}

28.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun
2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 2};



-

Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN FPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAi KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

FPERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
sebagai berikut

1.
2.

23

[N

Pendapatan
Belanja

Pembiayaan :

Rp. 3.373.530.072.362,05
Rp. 3.772.770.162.000,00
Defisit Rp. (399.240.089.637,95)

a. Penerimaan (SILPA) Rp. 422.440.089.637,95
b. Pengeluaran Rp.  23.200.000.000,00

Surpius Rp. 399.240.089.637,95

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.

> v

OLNOO;

Lampiran |

Lampiran 1l
Lampiran il

Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran Vil
Lampiran VIl
Lampiran X

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Daftar Rekapitulasi APBD  Menurut Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat
Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah;

Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

Daftar Aktiva Tetap daerah; dan

Daftar Dana Cadangan;



Pasal 3

Lampiran-lampiran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal _ 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. -

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Mei 2006

BUPATI KUTAI KARJANEGARA,

H. SYAUKANI HR

diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
tanggal 12 Mei 2006

RIS DAERAH KABUPATEN
EGARA,

DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM
~ NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 1 :



